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PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Perlindungan Guru”
telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat mengisi kekosongan sekaligus
menjadi sumbangsih pemikiran dalam diskursus perlindungan hukum bagi
profesi guru di Indonesia. Profesi guru, sebagai garda terdepan dalam
mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter generasi penerus,
seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu
tantangan terbesar adalah ancaman kekerasan, diskriminasi, hingga
kriminalisasi yang dapat mengganggu konsentrasi, motivasi, dan martabat
guru dalam menjalankan tugas mulianya. Fenomena ini tidak hanya
berdampak pada individu guru, tetapi juga mengancam keberlangsungan
dan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.

Buku ini hadir dengan tujuan utama untuk mengupas secara
komprehensif landasan teoritis dan implementasi praktis mengenai
perlindungan hukum bagi guru di Indonesia. Melalui penulisan ini,
diharapkan pembaca dapat memahami urgensi perlindungan hukum bagi
guru, menganalisis berbagai bentuk kekerasan dan kriminalisasi yang
menimpa mereka, serta mengeksplorasi kerangka hukum yang relevan dan
solusi yang dapat diterapkan.
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BAB 1
PERLINDUNGAN HUKUM

A. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu
kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak lainnya. Hal ini senada
dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan
keutamaan rasio salah satunya menganutnya adalah Locke, menurut Locke
teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan
keutamaan rasio. Hukum yang dibuat dalam negara bertugas melindungi
hak-hak dasar seperti hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan
lainnya®.

Menurut Fitzgerald, awal mula dari munculnya teori perlindungan
hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran
ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran
Stoa). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu
bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara
hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini
memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara
internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui
hukum dan moral.?

Konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak
asasi manusia, merupkan konsep Negara hukum yang merupkan istilah
sebagai terjemahan dari dua istilah rechstaat dan rule of law. Sehingga,
dalam penjelasan UUD Rl 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara
Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (Machtsstaat)”.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, terlepas dari apapun
pekerjaan dan profesi yang diembannya. Perlindungan hukum merupakan
hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini secara jelas tercantum dalam
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi,
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

! Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina llmu, Surabaya,
1987, him. 38
2 Satjipto Rahardjo, lImu Hukum, Citra Aditya, Bandung: 2000, him. 53.



BAB 2
KEKERASAN TERHADAP GURU

A. KEKERASAN

Pengertian tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana
dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah: Suatu aksi atau
perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang
ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan
dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak
dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang
dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak
kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi
atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang ke semuanya merupakan
pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan
atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak
pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.®! Kekerasan
dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,
berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang vyang
menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan
kerusakan fisik atau barang orang lain>2.

Batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan
adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang
hal ini adalah hukum pidana. Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya
tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga
merupakan tindakan yang bertentangan dengan conduct norms, yang
tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam
masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam
undang-undang®.

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu
menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih
lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan
penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan

51 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
him. 21

52 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN.Balai Pustaka,
Jakarta, 2003. him. 550

3 Varia Peradilan, “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap
Wanita”, Tahun XllIl. No.145 Oktober 1997, him. 118



BAB 3
PENDIDIKAN INDONESIA

A. PENGERTIAN PENDDIKAN
Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan

kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia
sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang
yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena
merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan
merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan
derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa
mencapai kemakmuran.

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani
“paedagogike”. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata “pais” yang
berarti “anak” dan kata “ago” yang berarti “aku membimbing”. Jadi
paedagogike berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan
membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam
bahasa Yunani disebut ”“paedagogos”®. Jadi pendidikan adalah usaha
untuk membimbing anak.

Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku
seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia
melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Definisi pendidikan lainnya yang
dikemukakan oleh M. J. Langeveld bahwa®:

1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia
yang belum dewasa kepada kedewasaan.

2) Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan
tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil-baliq dan bertanggung
jawab.

3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai
dengan hati nurani.

104 Soedomo A. Hadi, Pendidikan (Suatu Pengantar). UNS Press. Surakarta, 2008, him. 17
105 Revrisond Baswir dkk, Publik Pemerintahan Indonesia, BPFE. Yogyakarta, 2003, him.
108



BAB 4
IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HUKUM

A. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU
Pendidikan merupakan wahana untuk mencetak penerus-penerus
bangsa yang berkualitas dan handal. Maka dalam pelaksanaannya pun
harus mengedepankan nilai-nilai yang berkualitas dan handal pula. Adanya
berbagai tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan mencoreng wajah
pendidikan Indonesia. Adanya perbedaan paham dan persepsi yang
berbeda antara guru dan orangtua dalam mendidik anak, menjadi
penyebab banyaknya kesalahpahaman terhadap cara dan pola didik guru.
Para orangtua yang keberatan dengan cara Guru mendisiplinkan anak
dengan menggunakan simbol-simbol kekerasan seperti; menjewer,
mencubit, memukul, mencukur dan bentuk- bentuk pendisiplinan lainnya
sehingga guru dikriminalisasikan.
Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyatakan; Setiap orang yang melakukan
kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan
terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00
(tujuh puluh dua juta rupiah).

Undang-undang inilah yang menjadi pemicu terjadinya kasus pelaporan
guru ke ranah hukum. Menanggapi hal ini mesti melihat Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memberikan
kewenangan mandat dan perlindungan kepada para pendidik. Berdasarkan
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen menyatakan, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Dalam
menjalankan tugas sebagai pendidik, guru mempunyai kewenangan dalam
memberikan sanksi jika peserta didik dianggap melakukan kesalahan. Sanksi
dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, serta
hukuman yang bersifat memberikan efek jera kepada peserta didik.

Persepsi yang berbeda dari orang tua dan pihak sekolah terutama guru
sebagai pelaku pendidik. Hukuman yang bersifat memberikan efek jera
seperti mencubit sudah dianggap sebagai pelanggaran HAM berdasarkan
undang-undang perlindungan anak menurut persepsi orang tua. Sedangkan
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PERLINDUNGAN GURU

Perlindungan hukum terhadap guru sebagai tenaga pendidikan
dalam menjalankan tugas diperlukan untuk memberikan rasa
aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah dari tindak
kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau
perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta
didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.Implementasi
perlindungan hukum bagi guru dalam hukum positif Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang gurudan
dosen, namun dalam tataran implementasi kekuatan undang-
undang tersebut masih belum terlihat berkontribusi terhadap
nasib guru sebagai tenaga pendidik. Perlindungan hukum
melalui hukum positif dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, belum memadai karena masih
bersifat global dan tidak mengcover sanksi hukum bagi pelaku
tindakan kekerasan terhadap Guru. Ketentuan perlindungan
hukum terhadap guru yang ada masih bersifat umum sehingga
tidak ada kejelasan apabila guru sebagai tersangka melakukan
tindak kekerasan dapat di hukum dalam mendisiplinkan
siswa.Konsep perlindungan hukum bagi guru dalam
melaksanakan tugas keprofesionalannya dari kriminalisasi di
masa yang akan datang yaitu mendisiplikan murid dalam
batasan-batasan tertentu dan dipandang mempunyai tujuan
yang baik oleh semua orang, dapat mengesampingkan sanksi
pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan
hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas
keprofesionalannya dari segala anomali atau tindakan semena-
mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, sudah
saatnya jika guru membangun kekuatan solidaritas untuk
mendorong pemerintah memperbaiki kondisi kerja guru dan
melindungi profesi mereka dengan kekuatan hukum yang jelas.
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